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Abstrak

Sumber pendapatan terbesar bagi aset APBN di Indonesia adalah pendapatan retribusi.
Karena retribusi merupakan pendapatan langsung yang dapat digunakan untuk
mendanai berbagai kebutuhan Negara Linstyaningtyas (2012).

Salah satu pedoman otoritas publik dalam mengarahkan angsuran pengeluaran adalah
Undang-undang Tidak Resmi Nomor 23 Tahun 2018 Peraturan Perundang-undangan
tentang Pengaturan Angsuran Biaya bagi Usaha Kecil, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2018 merupakan Pedoman Tata
Usaha Pengganti Undang-undang Nomor 46 Tahun 2013 dimana tarif PPh Terakhir
yang sebelumnya berlaku sebesar 1% (satu persen) dari gaji kotor (omzet) yang
terdapat dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2013 adalah saat ini berkurang
menjadi 0,5% (setengah persen) dari omzet. Penurunan tarif ini membuahkan hasil
mulai 1 Juli 2018.

Dari hasil pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 sangat bermanfaat untuk
retribusi bagi semua Usaha Kecil Menengah (UMKM) salah satunya usaha kuliner Mie
Aceh dan Tarik Bang Ahmad yang baru dibayar 1% omzet dan kemudian turun menjadi
0,5% dari omzet, jelas ini adalah berita menggembirakan bagi Usaha Kecil Menengah
(UMKM) ketika Pedoman Otoritas Publik dicanangkan.

Kata Kunci: UMKM, Warga, Regulasi



PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG

Salah satu upaya untuk mengakui perbaikan adalah dengan mengkaji Rencana
Belanja Negara dan Pendapatan Penggunaan (APBN). Aset APBN di Indonesia
memiliki tiga sumber pendapatan yaitu pendapatan pungutan, pendapatan non
pungutan, dan penerimaan penghargaan. Sumber pendapatan terbesar bagi aset APBN
di Indonesia adalah pendapatan retribusi. Karena pungutan adalah pendapatan
langsung yang dapat ditangani untuk berbagai kebutuhan Negara, Linstyaningtyas
(2012). Indrihastuti, (2020) Asesmen merupakan angsuran yang harus diberikan oleh
warga mengingat regulasi terkait.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengukuran Fokus (BPS) Republik Indonesia,
jumlah penduduk di Indonesia mencapai 265 juta jiwa pada tahun 2018. Hal ini
menjadikan Republik Indonesia sebagai salah satu negara terpadat di dunia. Di daerah
tugas, jumlah penduduk yang besar mungkin bisa menambah pendapatan negara.

Salah satu cara yang dilakukan otoritas publik untuk meningkatkan gaji di
dalam negeri adalah dengan mendapatkan retribusi dari Usaha Kecil dan Menengah
(UMKM). Penunjukan Pembiayaan pada Dinas Koperasi dan UKM (Kemkop UKM)
Yuana Sutyowati, jumlah miniatur usaha 58,91 juta unit, perusahaan mandiri 59.260
unit dan organisasi besar 4.987 unit pada tahun 2018.

Kemajuan Miniatur, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan, untuk
awalnya tidak banyak alasan, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) tidak memiliki
kewajiban asing dan tidak banyak berhutang kepada bank. Kedua, daerah pergerakan

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), seperti pertanian, pertukaran, usaha rumah



tangga, dan lain-lain tidak mendapatkan komponen mentah dari luar negeri. Usaha
Miniatur, Kecil dan Menengah (UMKM) memanfaatkan komponen lingkungan yang
tidak dimurnikan. Ketiga, meski tidak semuanya, Miniatur, Kecil, dan Menengah
(UMKM) dikirim ke lokasi, dan ini adalah keunggulan dan keunikan Usaha Miniatur,
Kecil dan Menengah (UMKM) bisa dikatakan bahwa Miniatur, Kecil, dan Menengah
(UMKM) adalah pengajar Ekonomi Masyarakat.

Jenis tarif ini karena masih banyak warga yang tidak membayar tagihan mereka
sehingga setiap jenis tagihan memiliki kekuatan hukum yang mengingat dan
mengendalikannya. Maka dengan pengesahan Tempat Agen (DPR), pemerintah
memberikan Peraturan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Macam-Macam Penilaian
Dengan Huruf Terkendala.

Dari sekian banyak Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia,
salah satunya adalah Usaha Kuliner Mie Aceh dan Tarik Bang Ahmad. Usaha kuliner
ini terletak di Kota Malang yang memiliki ciri khas kuliner Aceh. Usaha kuliner yang
sudah berjalan selama 10 (satu dekade) ini juga membayar tarif pajak sesuai pedoman
tetap. Usaha Kecil, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai Peraturan Nomor 23 Tahun
2018. Salah satu isu yang sering dilirik oleh masing-masing negara, khususnya negara-
negara berkembang dalam melakukan komitmen konsistensinya, adalah konsistensi
kerabatnya.Konsistensi daerah setempat dalam membayar biaya bergantung pada
wawasannya di bidang pemungutan pajak. Sampai saat ini masih ada warga yang tidak
mengerti arti dari menutupi biaya. Hal ini membuat konsistensi pedoman pungutan

warga menjadi rendah.



Selain itu, karena banyaknya kasus yang sering terjadi di bidang pemungutan
pajak, individu menjadi stres dan ragu-ragu untuk menutup biaya. Individu tidak
membutuhkan penilaian yang telah mereka bayarkan tanpa akhir karena mereka
disalahgunakan oleh otoritas yang bertanggung jawab.

Jumat, 22 Juni 2018 Pukul 15:13 WIB diberangkatkan oleh Joko Widodo pada
Pameran Jawa Timur (Jatim), Pemerintah menetapkan Undang-undang Tidak Resmi
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketetapan Pajak atas Gaji dari Organisasi yang Didapat
atau Diperoleh Warga Negara Yang Memiliki Penghasilan Bruto Tertentu pergantian.
Undang-undang Tidak Resmi Nomor 23 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PP/23/2018)
mengarahkan penurunan tarif Beban Pasti (PPh) bagi warga negara yang memiliki
peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2018 merupakan Pedoman
Tata Usaha Negara yang mengatur Undang-undang Nomor 46 Tahun 2013 dimana tarif
PPh Terakhir yang pada awalnya sesuai adalah 1% (satu persen) dari gaji kotor (omzet)
sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2013 yang saat ini telah
dipotong. menjadi 0,5% (setengah persen) dari omzet. Penurunan tarif ini membuahkan
hasil pada 1 Juli 2018.

Pengaturan ini bertujuan untuk memfasilitasi tarif perpajakan bagi Usaha Kecil
dan Menengah (UMKM) serta memberikan pemerataan atas ketidaknyamanan
penilaian pribadi pasti yang hanya bersifat singkat. Usaha Kecil Menengah (UMKM)
termasuk Usaha Kuliner Mie Aceh dan Organisasi Teh Tarik Bang Ahmad
mengundang sanksi hukum tidak resmi Republik Indonesia, dan merasa bobot mereka

secara bertahap memfasilitasi.



Pengurangan ini secara signifikan akan membangun pembangunan warga
negara. Lebih jauh lagi, otoritas publik terancam mengalami penurunan pendapatan
simpanan negara yang sangat besar. Pengurangan ini akan menimbulkan tantangan
bagi warga atau Usaha Kecil Menengah (UMKM), khususnya sebagai tarif rendah,
teknik komputasi muda dan penggantian sesuai tarif yang sesuai.Mengingat
perenungan dan perenungan atas, maka peneliti mengambil judul pemeriksaan
“Penyelidikan Unsur-unsur Yang Mempengaruhi MIE ACEH DAN TEH TARIK
DAN AHMAD DI KOTA MALANG DALAM KOMITMEN BEBAN TERHADAP

PERATURAN NOMOR 23 TAHUN 2018~

2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bermaksud

untuk:

1. Apakah tingkat pemahaman UU No 23 Tahun 2018 berpengaruh
terhadap bisnis kuliner Mie Aceh dan Tarik Bang Ahmad?

2. Apakah Perda Nomor 23 Tahun 2018 memfasilitasi usaha kuliner Mie
Aceh dan Teh Bang Ahmad Tarek dalam penyelesaian retribusi?

3. Apakah Perda Nomor 23 Tahun 2018 mempengaruhi pelaku usaha
kuliner Mie Aceh dan Tarik Bang Ahmad dalam menyelesaikan

tuntutan?

3. TUJUAN PENELITIAN

Target yang ingin dicapai dalam eksplorasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman Pelaku Usaha Kuliner Mie Aceh dan

Teh Tarik Ahmad terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018.



2. Menyelidiki Undang-undang Tidak Resmi Nomor 23 Tahun 2018 yang
mempengaruhi Pelaku Usaha Kuliner Mie Aceh dan Teh Tarik Bang
Ahmad dalam melakukan penagihan.

3. Menyelidiki Undang-undang Tidak Resmi Nomor 23 Tahun 2018 yang
mempengaruhi bantuan pelaku Usaha Kuliner Mie Aceh dan Teh Tarik
Bang Ahmad dalam melakukan penagihan.

4. MANFAAT PENELITIAN

Pemeriksaan ini seharusnya memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM)
Dapat dimanfaatkan sebagai kontribusi bagi Usaha Kecil dan Menengah
(UMKM) dalam meningkatkan tarif perpajakan Usaha Kecil dan
Menengah (UMKM).

2. Untuk Peneliti
Dapat menambah pemahaman bagi para ahli yang terkait dengan
masalah yang diteliti.

3. Untuk Organisasi
Menurut perspektif yang layak, itu berubah menjadi instrumen untuk
mempertimbangkan penerapan dan perhitungan tugas berdasarkan

undang-undang tidak resmi Nomor 23 Tahun 2018.
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